TESIS

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TANAH DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MAMUJU

Optimization of Land Asset Management in Increasing the Locally
Generated Revenue of Mamuju District

NOOR AULIA RAHMAN
A042191027

KEPADA

PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNVERSITA HASANUDDIN
MAKASSAR
2021



TESIS

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TANAH DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MAMUJU

Optimization of Land Asset Management in Increasing the Locally
Generated Revenue of Mamuju District

NOOR AULIA RAHMAN
A042191027

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

KEPADA

PROGRAM STUDY MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNVERSITA HASANUDDIN
MAKASSAR
2021



TESIS

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TANAH DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MAMUJU

disusun dan diajukan oleh

NOOR AULIA RAHMAN
A042191027

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 03 Agustus 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping,

R

Dr. Jusni, S.E..M.Si Dr. Darmawati, S.E.AK..M.SI..CA.
NIP: 196101051990021000 NIP. 196705181998022000

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,

velQ

Dr. Mursalim Nohong. S.E..M.Si
NIP. 197106192000031001




PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama - NOOR AULIA RAHMAN
NIM 1 A042191027
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TANAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAMUJU

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini
tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang
secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar
pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-
unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat
2 dan pasal 70).

Makassar,  Agustus 2021

NOOR AULIA RAHMAN



PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-

Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas

akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Pendidikan

Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari penyusunan tesis ini banyak memberikan pengetahuan

dan pendalaman bagi penulis. Atas semua pihak yang telah banyak berperan

membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini, maka penulis

menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga, utamanya kepada:

1.

Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister
Keuangan Daerah FEB Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan
motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;

Dr. Jusni, SE., M.Si. dan Dr. Darmawati, SE., M.Si.,Ak.,CA selaku
pembimbing dan tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk
membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta
diskusi-diskusi yang telah dilakukan;

Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si , Dr. Wardhani Hakim, SE., M.Si,
dan Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si selaku penguji yang juga
berpartisipasi sangat besar dalam memberikan masukan terhadap perbaikan
dan kesempurnaan tesis penulis;

Rekan-rekan pada Bidang Aset BPKAD Kabupaten Mamuju yang
membantu dalam pengumpulan data, waktu diskusi, pemikiran, dukungan
moril kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;

Saudara-saudaraku seangkatan Kelas MKD Mamuju 2019 atas segala
bentuk kerjsama dan kekompakan dalam pelaksanaan proses perkuliahan
hingga selesainya masa studi;

Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah atas segala bentuk bantuan
dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi

penyelesaian studi;



7. Saudaraku Noor Syamsul Khalis dan Fuadah Handayani atas doa dan
semangat yang diberikan serta waktu luang untuk berdiskusi dalam
penyelesaian tesis ini;

8. Anak-anakku tercinta Andi Muh. Zayed al- Nahyan dan Andi Sitti Aisyah
Syifaatul Hayat yang selalu memberikan semangat dan hiburan dikala masa
masa sulit dalam penulisan ini.

9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu yang telah
memberikan bantuan moril maupun spiritual dalam penyusunan tesis ini.
Terkhusus dan teristimewa penulis sampaikan kepada ibunda dan ayahanda
tercinta Hj.Syamsiar, dan H. Aliyullah Tajo., dengan penuh kerendahan
hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala
bentuk pengorbanan baik materil maupun doa yang tak henti-hentinya untuk
keselamatan dan kesuksesan penulis. Selain itu, kepada Istri tercinta Andi
Nilagading yang telah sabar dan mendukung serta selalu menemani
perjuangan dalam hidup penulis sehingga penulis terus termotivasi untuk

menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis
ini. Masih banyak kekurangan diakibatkan Kketerbatasan pengetahuan dan
pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya
membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan pada hasil penulisan
selanjutnya. Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat
bagi kita semua dan semoga seluruh pihak yang telah membantu dalam

penyelesaian tesis ini mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

Makassar,  Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,

Noor Aulia Rahman

Vi



ABSTRAK

NOOR AULIA RAHMAN. Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah Daerah Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju (dibimbing oleh Dr.
Jusni, S.E., M.Si. dan Dr. Darmawati, SE., AK., M.SI., CA.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses, faktor-faktor yang
mendukung dan menghambat, dan dampak dari optimalisasi pengelolaan aset
tanah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju,

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan secara
sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas dari objek yang diteliti. Instansi
yang menjadi objek penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju dengan melakukan wawancara terhadap
tujuh orang informan yang dilaksanakan dari bulan Oktober 2020 hingga Maret
2021.

Hasil penelitian ini, ditinjau dari tiga hal: 1) Proses optimalisasi yaitu
Pengelolaan Aset, Prosedur Pelaksanaan, Bentuk Pemanfaatan, 2) Terdapat lima
faktor pendukung dan lima faktor penghambat, dan 3) Ada lima dampak yang
terjadi akibat optimalisasi pengelolaan aset tanah daerah terhadap peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa
Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah Daerah di Kabupaten Mamuju untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah belum dilaksanakan dengan optimal.

Kata Kunci: Aset Tanah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten
Mamuju
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ABSTRACT

NOOR AULIA RAHMAN. Optimization of Land Asset Management in
Increasing the Locally-Generated Revenue of Mamuju District (supervised by Dr.
Jusni, S.E., M.Si. and Dr. Darmawati, SE., AK., M.SI., CA))

This study aims to analyze the process, the factors that support and inhibit,
and the impact of optimizing the management of regional land assets in
increasing the Locally-Generated Revenue (PAD) of Mamuju District.

In this study, researchers used qualitative methods with a descriptive
phenomenological approach to describe systematically the facts, situations and
activities of the object under study. The agency that is the object of research is the
Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Mamuju District
by conducting interviews with seven informants which was carried out from
October 2020 to March 2021.

The results of this study, in terms of three things: 1) The optimization
process, namely Asset Management, Implementation Procedures, Forms of
Utilization, 2) There are five supporting factors and five inhibiting factors, and 3)
There are five impacts that occur as a result of optimizing the management of
regional land assets on the improvement the Locally-Generated Revenue of
Mamuju District. This shows that the Optimization of Regional Land Asset
Management in Mamuju District to increase the Locally-Generated Revenue has
not been carried out optimally.

Keywords: Land Asset Management, the Locally-Generated Revenue (PAD),
Mamuju District
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan wewenang, kewajiban, dan hak daerah
otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan demi kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dari segi harfiah,
otonomi daerah berasal dari dua kata yaitu otonomi dan daerah. Otonomi disadur
dari Bahasa Yunani yang bersumber dari kata autos dan namos dimana autos
berarti sendiri dan namos berarti undang-undang atau aturan, oleh karena itu dapat
dimaknai sebagai kewenangan untuk mengelola sendiri atau hak untuk membuat
aturan sendiri guna mengurus rumah tangga secara mandiri. Sedangkan daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu.
Pada era otonomi terjadi pergeseran wewenang dan tanggung jawab dalam
pengalokasian sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang
diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 ini dibarengi dengan pelimpahan keuangan
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga setiap daerah berhak
mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri.

Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat proses yang memerlukan
partisipasi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah setempat sebagai pelaksana

kekuasaan dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerahnya secara



independen. Oleh karena hal tersebut, Pemerintah Daerah diamanahkan sebagai
administrator  keuangan daerahnya guna mengelola sesuai kebutuhan
masyarakatnya secara optimal dan bertanggung jawab. Pengelola dalam hal ini
pemerintah daerah membutuhkan sarana dan fasilitas dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya sebagai pengelola keuangan daerah.

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi dan kekayaan sumber daya
yang beragam. Tentunya, sumber daya yang beragam harus dikelola secara
optimal agar dapat dirasakan oleh setiap individu yang berada di daerah tersebut.
Oleh karena itu, otonomi daerah merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat
dibendung dan sudah menjadi kebutuhan demokratisasi. Otonomi daerah menjadi
nafas baru bagi daerah untuk mengelola potensi masing-masing daerah. Penerapan
otonomi daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran Pemerintah pusat akan
semakin berkurang dan sebaliknya peran Pemerintah Daerah semakin besar dalam
pembangunan ekonomi secara mikro. Salah satu wujud otonomi adalah
kemampuan pemerintah daerah untuk memanfaatkan peluang yang ada dan atau
mencari terobosan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Sarana dan

fasilitas tersebut merupakan aset daerah.

Aset daerah adalah sumber daya dan suatu potensi yang mutlak dibutuhkan
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena apabila aset dikelola dengan
baik maka dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat
sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran dan fungsi
Pemerintah Daerah sebagai pemberi pelayanan daerah kepada masyarakat. Aset

atau barang milik daerah merupakan semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau



diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun
yang berasal dari perolehan lain, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat
dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan
kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. (Sholeh & Heru, 2010).

Pemerintah Daerah dituntut memiliki kemampuan dalam membiayai
sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah
harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya.
Kabupaten Mamuju sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya
mandiri dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Salah satu
kontribusi pada pendapatan retribusi yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu berupa tanah yang dipakai oleh
masyarakat. Menurut Abdul Halim, ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan
otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut
memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan,
mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus
seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan
terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah
(Halim, 2002).

Sektor yang dapat diharapkan menjadi penopang perekonomian daerah
terutama di perkotaan yaitu melalui aset tanah daerah yang dimiliki/dikuasai oleh

daerah. Potensi sektor aset tanah daerah tidak hanya dalam pembangunan aset



saja, namun juga menyangkut strategi pengelolaan aset tanah yang sudah
dimanfaatkan atau pun yang belum dimanfaatkan secara optimal. Namun dalam
perkembangannya untuk menghadapi otonomi daerah, Pemerintah Daerah tidak
hanya mengoptimalkan pada potensi aset, tetapi juga harus mengetahui jumlah
dan sejauh mana pemanfaatan aset-aset tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah
saat ini.

Pemerintah Daerah dituntut mampu memanfaatkan potensi aset tanah
untuk kepentingan publik dalam rangka pelaksanaan pembangunan jangka
panjang. Pemerintah Daerah juga dituntut mampu mengembangkan visi dan misi
pembangunan salah satunya dengan mengembangkan strategi pengelolaan aset.
Sedangkan infrastruktur sendiri harus saling terintegrasi dengan perencanaan
pembangunan daerah, perencanaan tata ruang, sistem informasi dan
pemberdayaan pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; aset yang diperoleh
berdasarkan ketentuan undang-undang; aset yang diperoleh berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tanah berkarakteristik unik karena mempunyai sifat yang terbatas tetapi
tanah mempunyai nilai yang semakin hari semakin meningkat sehingga kebutuhan
manusia akan tanah terus meningkat. Nilai dari tanah dipengaruhi oleh
karakteristik fisik, seperti: ukuran dan bentuk, pengaruh kelebihan tanah atau
tanah sudut, plottage, topografi, ekses tanah, utilitas, pengembangan tapak, lokasi,
dan lingkungan sekitar. Sehingga pemanfaatannya pun harus diperhatikan dengan

baik untuk menunjang peningkatan PAD.



Pemanfaatan aset milik daerah, dalam hal ini tanah, dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah atau
negara dan kepentingan umum. Sedangkan bentuk-bentuk pemanfaatan aset milik
daerah berupa: sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna
dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Pemanfaatan aset milik daerah
dilaksanakan oleh pengelola aset dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota,
untuk aset milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih
digunakan oleh pengguna aset, dan selain tanah dan/atau bangunan. Sepanjang
tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan
daerah, pemanfaatan aset milik daerah dapat dilakukan dan begitu juga
sebaliknya. Pemanfaatan aset ini, dilakukan tanpa memerlukan persetujuan
DPRD.

Kemudian mitra pemanfaatan meliputi: a) Penyewa yang menggunakan
aset milik daerah dalam bentuk sewa; b) Peminjam Pakai yang menggunakan aset
milik daerah dalam bentuk pinjam pakai; ¢) Mitra kerjasama yang menggunakan
aset milik daerah dalam bentuk kerjasama pemanfaatan; d) Mitra BGS/BSG yang
menggunakan aset milik daerah dalam bentuk BGS/BSG; e) Mitra dan kerjasama
penyediaan infrastruktur yang menggunakan aset milik daerah dalam bentuk dan
kerja sama penyediaan infrastruktur.

Sedangkan objek pemanfaatan aset milik daerah meliputi: tanah dan/atau
bangunan; dan selain tanah dan/atau bangunan. Dalam hal objek pemanfaatan aset
milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan luas tanah dan/atau

bangunan yang menjadi objek pemanfaatan aset milik daerah adalah sebesar luas



bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan. Pemanfaatan aset Pemerintah
Daerah merupakan salah satu fungsi penting alam kelangsungan kegiatan ekonomi
daerah. Pemanfaatan ini dapat berbentuk fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan
dalam kegiatan ekonomi salah satunya berupa pasar baik pasar tradisional maupun
modern. Selain hal tersebut, pemanfaatan aset memberikan sumbangan pada
pendapatan asli daerah dari bentuk-bentuk pemanfaatan antara lain sewa, bagi
hasil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2016.

Kemudian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah. Sedangkan pengelola aset milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola
adalah sekretaris daerah, sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
melakukan koordinasi pengelolaan aset milik daerah.

Kepala Badan selaku pimpinan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah) melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berada di
bawah serta bertanggung jawab ke Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala
BPKAD bertindak selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), BUD
(Bendahara Umum Daerah) dan pembantu pengelola.

Tugas pokok dan fungsi BPKAD selaku lembaga pengelola aset daerah
antara lain, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah; pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan
tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai olen Pemerintah Daerah;

pengelolaan pemanfaatan gedung perkantoran terpadu pemerintah; pelaksanaan



pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah; pelaksanaan
penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah; pelaksanaan penyelesaian
sengketa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan; pemberian dan pencabutan
perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan tanah
dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; pelaksanaan pengadaan atau
pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan pemeliharaan aset milik
daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset milik daerah yang berada dalam
penguasaannya; pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset milik daerah yang berada
dalam penguasaannya; pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah.
Pengelolaan aset daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan
dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya
kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan pendapatan
asli daerah (PAD) dari pemanfaatan aset daerah. Oleh karena itu, Pemerintah
Daerah wajib melakukan pengamanan terhadap aset daerah yang meliputi
pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum. Sedangkan
kebijakan pemanfaatan tanah di Kabupaten Mamuju dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui proses perijinan peruntukan penggunaan
tanah, sedangkan urusan administrasinya dilakukan oleh Kantor Pertanahan

Nasional.



Fenomena yang terjadi saat ini di Kabupaten Mamuju bahwa ada beberapa
masyarakat yang mengklaim tanah milik pemerintah Kabupaten Mamuju seperti
yang dilangsir di berita online Kumparan.com melalui halaman SulbarKini
“Sebanyak lima bidang tanah milik Pemkab Mamuju diklaim warga. Masing-
masing bidang tanah tersebut berada di sekitar Pusat Kesehatan Masyarakat
(PKM) Rangas, Kelurahan Rangas, kawasan Stadion Manakarra, bekas gedung
DPRD Sulbar, bekas kantor Perkebunan dan kawasan Pasar Regional Mamuju.”
(SulbarKini, 2019). Hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti, agar
supaya bisa mengungkap permasalahan yang terjadi di lapangan dengan disertai
dengan bukti-bukti yang akurat.

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan barang dalam hal ini aset
daerah adalah adanya ketidaktdisiplinan dalam pengelolaan data barang (aset). Ini
yang menyebabkan pemerintah daerah akan mengalami Kkesulitan untuk
mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga pemerintah
sebagai pengelola aset-aset daerah cenderung tidak optimal dalam
penggunaannya.

Optimalisasi aset merupakan satu proses kerja dalam manajemen aset yang
bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal,
dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut dengan maksimal (Sutrisno, 2004). Selain
itu, Winardi juga menjelaskan bahwa optimalisasi merupakan usaha untuk
memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keinginan yang dikehendaki
(Winardi, 1996). Dalam tahapan ini, aset-aset yang dimiliki pemda diidentifikasi

dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi.



Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor
unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan pendapatan
daerah, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Sementara
masih terdapat aset dalam hal ini aset tanah yang tidak dapat dioptimalkan di
Kabupaten Mamuju, salah satunya adalah fenomena aset tanah bangunan kantor
pemerintah yang terletak di jl. Stadion No.27 Kelurahan Binanga, Kecamatan
Mamuju yang kegunaannnya untuk sarana olahraga belum dimaksimalkan
penggunaannya.

Mengingat pentingnya pengelolaan aset sebagaimana yang telah diuraikan
yang berpotensi menimbulkan masalah dimasa akan datang apabila peruntukan
lahan dan pemanfaatan lahan aset tidak memiliki hak legalitas, maka kegiatan
inventarisasi aset daerah menjadi sangat mutlak untuk dilaksanakan. Selain
pengamanan administrasi dan pengamanan hukum yang harus dilaksanakan atas
aset-aset daerah, maka selanjutnya peruntukan dan pemanfaatan aset baik untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mendorong perekonomian dan
menyejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Mamuju akan dapat
terwujud.  Mengingat tujuan pengelolaan kekayaan Negara/Daerah sebesar-
besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Untuk itu, peneliti bermaksud untuk meneliti tentang
“Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Mamuju.”
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memfokuskan beberapa
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses optimalisasi pengelolaan aset tanah daerah dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses
optimalisasi pengelolaan aset tanah daerah dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju?

3. Apa dampak optimalisasi pengelolaan aset tanah daerah terhadap

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses optimalisasi pengelolaan aset
tanah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Mamuju

2. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses
optimalisasi pengelolaan aset tanah daerah dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju.

3. Menjelaskan dampak optimalisasi pengelolaan aset tanah daerah terhadap

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju.



11

1.4  Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif baik
secara teoritis maupun praktis kepada akademisi, peneliti, maupun masyarakat
umum.
1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi akademisi, penelitian ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa atau
dosen yang ingin mendiskusikan lebih dalam tentang proses pengelolaan aset
daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten

Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

1.4.2 Kegunaan Praktis
Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk

penelitian selanjutnya sebagai bahan untuk dikembangkan dimasa yang akan
datang, khususnya bagi peneliti yang ingin mengetahui tentang pengelolaan aset

daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
wawasan mengenai pengelolaan aset tanah daerah dan faktor apa saja yang
mendukung serta menghambat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di
Kabupaten Mamuju, serta dampak yang dihasilkan dari dampak optimalisasi
pengelolaan aset tanah daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Mamuju.
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1.5  Sistematika Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi
pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Mamuju sesuai
undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang mengatur
pemanfaatan barang milik negara dan daerah. Guna mengoptimalkan pemanfaatan
aset-aset daerah Kabupaten Mamuju untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah, maka diperlukan penulisan yang tersusun dengan baik dimulai dari Bab |
berisi tentang Pendahuluan dan latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian. Di Bab Il tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari tinjauan teori dan
konsep pengelolaan aset, prosedur pelaksanaan aset tanah, bentuk-bentuk
pemanfaatan aset tanah, dan pendapatan asli daerah. Kemudian, tinjauan empiris
dan penelitian terdahulu. Pada Bab I11, peneliti menunjukkan kerangka konseptual
yang diimplementasikan pada penelitian ini. Selanjutnya di Bab IV membahas
tentang Metode Penelitian mulai dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti,
situs dan waktu penelitian, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data,
teknik analisis data, pengecekan validasi, dan tahap-tahap yang dilakukan pada
penelitian. Selanjutnya, pada Bab V menjelaskan tentang Hasil dan Pembahasan
penelitian yang meliputi gambaran umum Kabupaten Mamuju, pengelolaan aset,
prosedur pelaksanaan, bentuk pemanfaatan, faktor yang mendukung dan yang
menghambat pengelolaan aset tanah, serta dampak dari pengelolaan aset tanah
terhadap peningkatan PAD Kabupaten Mamuju. Terakhir bab 1V Penutup yang

terdiri dari kesimpulan, keterbatasan peneliti, dan saran.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Tinjauan teori dan konsep

Secara umum, menurut Doli Siregar (Siregar, 2004) Aset merupakan
barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi
(economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange
value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Teori
ini sejalan dengan aset tanah di Kabupaten Mamuju yang merupakan aset yang
mempunyai nilai ekonomi potensial secara komersial untuk peningkatan
pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju. Dalam penelitian ini, yaitu tentang
optimalisasi pengelolaan aset tanah daerah, dibutuhkan beberapa landasan teori
untuk menuntun arah penelitian ini. Teori yang dibutuhkan antara lain; teori
tentang pengelolaan aset, prosedur pelaksanaan pengelolaan aset tanah, bentuk-
bentuk pemanfaatan aset tanah, dan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, yang
akan menjadi grand theory adalah teori Manajemen Aset Daerah yang
dikemukakan oleh Doli D. Siregar (2004).
2.1.1 Pengelolaan Aset

Manajemen aset diperlukan untuk mengatasi permasalahan terkait tanah di
lingkungan pemerintah daerah. Hal ini berguna untuk menggambarkan efisiensi
dan efektivitas. Masalah klasik yang biasa dijumpai pada pengelolaan aset tanah
atau properti adalah status hukumnya yang tidak jelas. Artinya, siapa sebenarnya
yang mempunyai hak kepemilikan atas aset tersebut sering menjadi sengketa di
antara unit-unit yang ada. Kurangnya kebudayaan efisiensi untuk manajemen aset

ini mengakibatkan berbagai hubungan perjanjian menjadi tidak optimal serta tidak
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adanya hubungan yang relevan antara Pemda sebagai pemilik dengan para
penyewa dan manajer.

Dalam mengelola aset daerah tentunya dibutuhkan manajemen yang baik.
George Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya berjudul Principles of
Management bahwa manajemen merupakan suatu proses yang membedakan atas
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan
memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Fungsi manajemen menurut teori dari Terry terdiri atas
empat bagian yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pergerakan,
dan pengawasan (Terry, 2009).

Perencanaan (Planning): proses yang menyangkut upaya yang dilakukan
untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan
strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi;

Pengorganisasian (Organizing): proses yang menyangkut tentang taktik
dan strategi yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang didesain dalam
sebuah struktur organisasi, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan
dapat memastikan bahwa setiap pihak dalam organisasi dapat bekerja secara
efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

Pengarahan atau Penggerakan (Actuating): proses implementasi program
agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses dalam
memotivasi, agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya
dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi:

Pengawasan (Controlling): proses yang dilakukan untuk memastikan

seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan
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diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun
berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.
2.1.2 Prosedur pelaksanaan pengelolaan aset tanah

Berdasarkan teori dari Doli Siregar (Siregar, 2004) bahwa pengelolaan
aset dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit,
penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian aset. Kelima
tahapan kerja ini saling berhubungan dan terintegrasi satu sama lain. Hal ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, inventarisasi aset terdiri dari atas dua aspek, yaitu inventarisasi
fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi,
volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status
penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain.
Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi, pengelompokan dan
pembukuan sesuai dengan tujuan aset.

Kedua, legal audit merupakan satu lingkup kerja pengelolaan aset yang
berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau
pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan
strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan
penguasaan ataupun pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui
antara lain: status hak penguasaan yang kurang jelas, aset dikuasai pihak lain,
pemindahtanganan aset yang tidak termonitor.

Ketiga, penilaian aset yang merupakan suatu proses kerja untuk
melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh

konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat
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dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk
penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

Keempat, optimalisasi aset yang merupakan proses Kkerja dalam
pengelolaan aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai,
jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini,
aset-aset yang dikuasai Pemerintah Daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas
aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki
potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi
tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka
pendek, menengah maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan
hal tersebut terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat
dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan
legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari
tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk
mengoptimalkan aset yang dikuasai.

Kelima, pengawasan dan pengendalian. Demi menjamin kelancaran
penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan
berhasil guna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat
penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pengendalian merupakan
usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan pengawasan

merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang
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sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.1.3 Bentuk-bentuk Pemanfaatan Aset Tanah

Bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah
(BMN/BMD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19
tahun 2016 berupa: sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna
serah, dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan, dan
kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI). Penjelasan rinci mengenai bentuk-
bentuk pemanfaatan yang telah diuraikan tersebut sebagai berikut:

a. Sewa

Sewa merupakan imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan
dalam bentuk apa pun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta
tidak bergerak (Muljono, 2010). Berdasarkan pasal 38 ayat 1 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan
Barang Milik Negara, penyewaan BMN/BMD dilakukan dengan tujuan: 1)
mengoptimalkan pemanfaatan BMN/BMD yang belum/tidak dilakukan
penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
Negara: 2) memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas
dan fungsi instansi Pengguna Barang; dan atau 3) mencegah penggunaan
BMN/BMD oleh pihak lain secara tidak sah.

b. Pinjam pakai

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah

Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka

waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut
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berakhir diserahkan kembali kepada pengelola (Darise, 2009). Berdasarkan pasal
30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah, jangka waktu pinjam pakai maksimal adalah lima tahun dan
dapat diperpanjang satu kali.

Pinjam pakai dikakukan sesuai perjanjian yang sekurang- kurangnya
memuat identitas nama para pihak yang terikat pada perjanjian, jenis, luas atau
jumlah barang yang dipinjamkan, jangka waktu, dan tanggung jawab peminjam
atas biaya operasional selama jangka waktu peminjaman serta hak dan kewajiban
para pihak.

c. Kerjasama pemanfaatan

Kerjasama pemanfaatan BMD dengan pihak lain dilakukan dengan tujuan
mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan dalam rangka
meningkatkan penerimaan daerah (Sholeh & Heru, 2010). Jangka waktu yang
diperkenankan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun
2014 adalah paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat
diperpanjang. Ketentuan jangka waktu kerja sama pemanfaatan ini memberikan
kepastian bahwa setelah perjanjian kerja sama ini berakhir maka barang milik
daerah tersebut mesti dikembalikan kepada pemerintah daerah. Selain itu, guna
menjamin barang milik daerah dikembalikan tepat pada waktu yang telah
disepakati dan menghindari pemindahan kepemilikan maka dibuat ketentuan pula
bahwa barang milik daerah ini tidak boleh dijaminkan oleh mitra kerja sama
kepada pihak ketiga dan hal ini harus dinyatakan secara eksplisit dalam surat

perjanjian kerja sama pemanfaatan.
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d. Bangun guna serah

Bangun guna serah adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan
antara investor dengan pemegang hak atas tanah yang menyatakan bahwa
pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan
bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah dan mengalihkan
kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa
bangun guna serah berakhir (Barata, 2011). Terlebih dahulu dilakukan diaudit
berdasarkan perjanjian yang dilakukan terhadap obyek bangun guna serah. Dalam
pasal 103 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7S/PMK.06/2014 disebutkan
bahwa pihak yang dapat melakukan bangun guna serah adalah pengelola barang,
yang meliputi : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), Swasta kecuali perorangan, dan atau Badan Hukum lainya. Bangunan
dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah
harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nhama Pemerintah
Republik Indonesia, dan biaya persiapan bangun guna serah yang dikeluarkan
pengelola barang atau pengguna barang sampai dengan penunjukan mitra bangun
guna serah dibebankan pada APBN sedangkan biaya persiapan bangun guna serah
yang terjadi setelah ditetapkannya mitra bangun guna serah dibebankan pada
mitra bangun guna serah.

e. Bangun serah guna.

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, bangun serah guna adalah
pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
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jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014, dalam pengertian pemanfaatan barang milik daerah
bentuk Bangun Serah Guna, terdapat tiga kata kunci yang dapat digaris bawahi,
yaitu ;
1. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan
cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya.
2. Setelah proses pembangunannya selesai lalu diserahkan
3. Didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu
Bentuk pengoptimalan bangun serah guna pada dasarnya mirip dengan
bentuk pemanfaatan bangun guna serah. Hal yang membedakan adalah adanya
proses penyerahan bangunan yang siap pakai beserta sarana/fasilitasnya kepada
pemerintah daerah terlebih dahulu. Selanjutnya oleh pemerintah daerah, tanah dan
atau bangunan tersebut diserahkan kembali kepada pihak lain untuk
didayagunakan selama jangka waktu tertentu yaitu paling lama 30 tahun sejak
dimulainya masa pengoperasian. Sebagaimana halnya dengan bentuk pemanfaatan
bangun guna serah, mitra kerja bangun serah guna tidak boleh menjaminkan atau
menggadaikan atau memindahtangankan tanah milik pemerintah daerah tersebut.
Untuk hak guna bangunan tersebut tanah milik pemerintah daerah boleh
dijaminkan oleh mitra kerja sama, namun harus berakhir maksimal ketika tanah
dan atau bangunan tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah daerah pada
akhir masa perjanjian bangun serah guna.
f.  Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)
Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, KSPI adalah kerja sama

antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KSPI atas BMD dilakukan
dengan pertimbangan: 1) dalam rangka kepentingan publik dan atau penyediaan
infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintah, 2) tidak tersedia atau
tidak cukup dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur, dan 3) termasuk
dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan
pemerintah. Jangka waktu KSPI atas BMD paling lama adalah 50 tahun sejak
perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Badan usaha yang dapat melakukan kerjasama adalah badan usaha yang
berbentuk: 1) Perseroan Terbatas (PT), 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
3) Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau 4) Koperasi.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berasal
dan diperoleh secara mandiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD ini terdiri
atas: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD),
dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Definisi PAD berdasarkan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Daerah pasai 1 ayat 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD
sebagai sumber penerimaan daerah perlu untuk terus ditingkatkan agar dapat
menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan
pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga
kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat

dilaksanakan (Darise, 2009).
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2.2 Tinjauan Empiris
2.2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa referensi penelitian terdahulu terkait dengan
pengelolaan aset daerah di Indonesia yaitu:

Agung Krisindarto (Krisindarto, 2012) melakukan penelitian berjudul
“Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang”. Studi ini
menggunakan pendekatan positivistik -rasionalistik melalui analisis deskriptif, IPA
(Importance Performance Analysis), dan analisis rasio kemandirian keuangan
daerah. Studi ini menemukan bahwa pengelolaan aset tanah Pemerintah Kota
Semarang memiliki beberapa kelemahan, antara lain: kelemahan manajerial, dan
ketiadaan strategi optimasi aset. Studi ini merekomendasikan, bahwa untuk
meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah, maka Pemerintah Kota
Semarang perlu melakukan: (1) review terhadap siklus pengelolaan aset tanah
eksisting, dan (2) penyusunan rencana strategis optimasi aset.

Penelitian yang lain tentang Implemenlasi Kebijakan Pengelolaan Barang
Milik Daerah pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Munaim
(Munaim, 2012) menggunakan desain penelitian kualitatif dan dilakukan untuk
mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan proses implementasikan
kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang mendukung dan
menghambat pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

secara keseluruhan dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan



23

struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik. Namun pada tingkat SKPD masih
ditemui adanya hambatan dan tantangan.

Penelitian lain juga telah dilakukan oleh Nyemas Hasfi, dkk (Nyemas
Hasfi, 2013) berjudul Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang). Dalam
penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang fokus penelitiannya untuk mengetahui
dan mendeskripsikan proses pengelolaan barang milik daerah oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang serta
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,
pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini
meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran. pengadaan, penerimaan
dan penyaluran, penggunaan, penata usahaan, pengamanan dan pemeliharaan,
pemanfaatan. penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang sesuai
dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan inefisiensi dan
kemubaziran. Pengelolaan barang milik daerah oleh Dinas Pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Sintang yang belum sepenuhnya
terlaksana dengan baik dihadapkan beberapa kendala, antara lain dibidang
organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktik manajemen pengelolaan
barang yang belum sesuai dengan aturan yang ada.

M. Rizky Pratama & Bill Pangayow (Pratama & Pangayow, 2016)
“Pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah” dengan
menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan

penelitian tentang pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pengelolaan
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aset daerah pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura yang meliputi inventarisasi
aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset, dapat
disimpulkan bahwa Variabel inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta
pengawasan dan pengendalian aset secara bersama-sama berpengaruh terhadap
optimalisasi aset di Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

Wida Oktavia Suciyani (2013) meneliti tentang “Optimasi Pemanfaatan
Aset Pemerintah sebagai Upaya Revitalisasi Kawasan Alun-alun Kota Bandung”,
tujuan penelitiannya untuk mengoptimasikan pemanfaatan aset, guna mendukung
upaya revitalisasi Kawasan Alun-alun di Kota Bandung. Adapun kesimpulan
penelitian tersebut yakni berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada aset
pemerintah yang berada di Kawasan Alun-alun Kota Bandung. Berdasarkan hasil
uji kelayakan aset, maka dapat dinyatakan aset Kawasan Palaguna layak untuk
dioptimalkan pemanfaatannya sebagai pusat perbelanjaan/mall berskala super
regional di Kota Bandung yang diharapkan akan memberikan dampak positif
terhadap lingkungan di sekitar Kawasan Alun-alun Kota Bandung. Upaya tersebut
diharapkan juga mampu menciptakan sumber PAD dan menggerakkan
perekonomian kota, serta dapat menghidupkan kembali Kawasan Alun-alun Kota

Bandung yang telah sirna.

Tabel 1. Hasil critical review dari Penelitian Sebelumnya

Penulis (Tahun . Metode . .
N “JudulPénelitiarZ » Vetiad Penelitian | 1asil Penelitian
1 Agung Krisindarto Analisis kualitatif- Pengelolaan aset
(2012) deskriptif, kuantitatif. | tanah Pemerintah
“Pengelolaan Aset IPA (importance Kota Semarang
Tanah Milik performance memiliki beberapa
Pemerintah Kota analysis kelemahan, antara
Semarang” Analisis rasio lain: kelemahan
kemandirian manajerial, dan
keuangan daerah ketiadaan strategi
optimasi aset.
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pemanfaatan aset
pemerintah sebagai

ekonomi

Penulis (Tahun) . Metode . .

N | Judul Penciitian” Meles Penelitian | H2Sil Penelitian

2 Munaim (2012) e Komunikasi Kualitatif Implementasi
“Kebijakan e Sumber-Sumber kebijakan
Pengelolaan e Kecenderungan pengelolaan barang
Barang milik o Struktur milik daerah pada
Daerah Pada Birokrasi Pemerintah Provinsi
Pemerintah NTB secara
Provinsi Nusa keseluruhan dilihat
Tenggara Barat” dari aspek

komunikasi, sumber
daya, disposisi dan
struktur birokrasi
sudah berjalan
dengan baik.
Namun pada tingkat
SKPD masih
ditemui adanya
hambatan dan
tantangan.

3 Nyemas Hasfi, dkk |e perencanaan Kualitatif Hasil penelitian
(2013) kebutuhan dan menunjukkan
“Pengelolaan penganggaran bahwa, pengelolaan
Barang Milik e pengadaan barang milik daerah
Daerah e penerimaan dan pada DPPKA
(Suatu Studi Pada | Penvaluran, E;Zfﬁa;gn Sintang

i e penggunaan penuhnya
Dinas Pendapatan, |* P°nYS ' terlaksana dengan
Pengelolaan e penatausahaan, i 9
Keuangan dan Aset |* Pengamanan dan
Kabupaten pemeliharaan,

Sintang)” e pemanfaatan
e penilaian,
e penghapusan
barang milik
daerah

4 M. Rizky P. & Bill |e Inventarisasi Kuantitatif Inventarisasi aset,
P. (2016) e Legal Audit legal audit, penilaian
“Pengaruh e Penilaian aset, serta
manajemen aset e Pengawasan dan pengawasan dan
terhadap Pengendalian pengendalian aset
optimalisasi o Optimalisasi secara bersama-
pengelolaan aset sama berpengaruh
daerah” terhadap

optimalisasi aset di
Pemerintah Daerah
Kota Jayapura.

5 Wida Oktavia e Kelayakan fisik, | kualitatif bahwa dari 4
Suciyani (2013) lokasi, dan (empat) aset yakni:
“Optimalisasi legal/hukum, dan | kuantitatif.

Masjid Raya
Bandung, Taman
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Penulis (Tahun) . Metode . .
N0 rudul Pensiitian” Vel penelitian | 1asil Penelitian
upaya revitalisasi Alun-alun Bandung,
kawasan alun-alun Gedung KAA, dan
Kota Bandung” Kawasan Palaguna,

terdapat satu aset
yang memiliki
potensi untuk
dilakukan optimasi
pemanfaatan yakni
pada aset Kawasan
Palaguna.

Perbedaan yang menjadi dasar terhadap penelitian ini dibanding dengan

penelitian terdahulu adalah terletak pada tempat atau lokasi penelitian berbeda,

yang mana penelitian ini mengambil lokasi Penelitian di Kabupaten Mamuju

Provinsi Sulawesi Barat dengan alasan bahwa Kabupaten Mamuju masih

memiliki jumlah aset-aset properti khususnya tanah yang sangat banyak dan

belum di optimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan atau peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju.



BAB Il
KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka pikir menjelaskan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai indikator yang telah diidentifikasi sebagai masalah
penting dalam penelitian ini. Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah Daerah
Kabupaten Mamuju dapat ditinjau dengan tiga indikator, yaitu: Pengelolaan Aset,
Prosedur Pelaksanaan, dan Bentuk Pemanfaatan.

Dalam pengelolaan aset, penelitian ini melihat bagaimana aset yang
dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju saat ini. Hal ini merujuk pada teori
fungsi manajemen menurut Terry yang terdiri atas empat bagian yaitu
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pergerakan, dan pengawasan
(Terry, 2009). Sementara prosedur pelaksanaan berdasarkan teori dari Doli
Siregar (Siregar, 2004) yang berpendapat bahwa pengelolaan aset dapat dibagi
dalam lima tahapan kerja yaitu: inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset,
optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian aset. Dimana, kelima tahapan
kerja ini saling berhubungan dan terintegrasi satu sama lain. Dan bentuk
pemanfaatan dalam penelitian ini berdasarkan Permendagri No. 19 tahun 2016
berupa: sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan
bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan, dan kerja sama
penyediaan infrastruktur (KSPI).

Dari ketiga indikator tersebut, peneliti menganalisis faktor-faktor yang

mendukung dan menghambat, serta dampak-dampak yang terjadi penerapan
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terhadap proses terlaksananya pengelolaan aset daerah khususnya tanah dalam
upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju-

Sulawesi Barat dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran berikut:

Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah Daerah
Kabupaten Mamuiju

/N

Pengelolaan Aset Prosedur Pelaksanaan Bentuk Pemanfaatan
e Perencanaan e Inventarisasi e Sewa
e Pengorganisasian e Legal Audit e Pinjam Pakai
e Pengarahan e Penilaian Aset e Kerjasama
e Pengawasan e Optimalisasi Pemanfaatan
Pemanfaatan Aset e Bangun Guna Serah
e Pengawasan & e Bangun Serah Guna
Pengendalian o KSPI
Faktor Pendukung Faktor Penghambat

Dampak Peningkatan Optimalisasi
Pengelolaan Aset Tanah Daerah terhadap PAD

Gambar 1. Kerangka Pemikiran tentang Optimalisasi pengelolaan aset tanah
daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju



